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Skripsi ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis penerapan Asas 
Nebis In Idem dalam memutus perkara perdata, 2) mengetahui dan menganalisis 
pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar. 
Pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis, syariat, dan 
sosiologis. Adapaun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan data primer 
dan sekunder. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data 
berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog), dokumentasi, serta membaca 
buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian 
dikumpulkan baik secara primer, sekunder, maupun tersier, lalu kemudian teknik 
pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : 
menjelaskan, menguraikan, menggambarkan. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Asas Nebis In Idem dalam 
penyelsaian perkara perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks sudah diterapkan namun belum secara menyeluruh, 
karena ada perbedaan jumlah tergugat dalam pengajuan pertama dan pengajuan 
kedua. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus 
sengketa Perdata Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks, yaitu bahwa menurut Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar sengketa Perdata tersebut adalah Nebis In Idem. 
Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Asas Nebis In 
Idem dalam penyelsaian perkara perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks hendaknya diterapkan dengan memperhatikan secara 
menyeluruh setiap unsur yang menjadi syarat dalam penetapan perkara Nebis In 
Idem. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap sengketa 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks hendaknya didasarkan atas hukum atau 
peraturan dalam beracara, melandasi berbagai pertimbangan dan putusan dengan 
keadilan, selain berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut hakim harus 
mendasarkan pada ketentuan teori mengenai obyek sengketa khususnya, sehingga 







A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk yang hidup di masyarakat, mempunyai 
kebutuhan yang beraneka ragam, dan mengadakan hubungan dengan manusia 
lainnya maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Dalam hubungan tersebut 
muncul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang harus dipenuhi 
masing-masing pihak. Peraturan hukum mengatur hubungan yang 
menimbulkan hak dan kewajiban tersebut. 
Namun Alquran telah mengingatkan kita, janganlah kamu berselisih 
sebagaimana yang terdapat dalam QS Ali-Imran/3:103 yang berbunyi : 
                             
                            
     
Terjemahnya: 
 
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-




                                                             






Pesan dari ayat tersebut adalah berpegang teguhlah kepada agama Allah 
dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada 
perpecahan. Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada 
masa jahiliah, ketika kalian masih saling bermusuhan. Saat itu Allah 
menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling 
mencintai. Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 
kalian dengan Islam. Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu 
menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian tempuh.
2
 
Pada dasarnya  manusia itu adalah bersifat ingin di dahulukan 
kepentinganya, ia senantiasa berusaha memperbesar serta mengemukakan 
kepentingan-kepentingan sesama manusia lainnya. Masing-masing selamanya 
berusaha, supaya kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi sebangak-banyaknya. 
Inilah masalah manusia yang antara lain menurut perwasitan melalui hukum.
3
 
Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain maupun 
hubungan antara manusia dengan corporatie atau corporatie dengan 
corporatie, antara manusia dan atau coorporatie dengan penguasa dalam 
praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang 
mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya 
akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. 
Dalam masyarakat indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam 
berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama 
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karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam 
hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila 
sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya 
kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan 
hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan 
hukum dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian diluar 
persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak 
yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan 
permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak 
dalam hubungan hukum tersebut.
4
 
Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir 
dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa 
yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari 
hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak 
tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa 
disebut hukum acara perdata.
5
 
Pesan ayat yang dimaksud adalah berpegang teguhlah, yakni upayakan 
sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lainnya dengan 
tuntutan allah sambil menegakkan disiplin kamu semua tanpa terkecuali. 
Sehingga kalau ada yang lupa, ingatkan ia, atau ada yang tergelincir, bantu ia 
untuk bangkitagar semua dapat bergantung kepada allah. 
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Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua 
kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam 
hukum perdata materil. 
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan 
bagaimana cara menajmin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara 
perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa 
serta mamutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam 
hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan 




Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin 
bahwa apa yang ditutut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan 
kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan 
bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung 
lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan 
haknya. 
Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara 
kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat 
atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian 
                                                             










Dalam menyelsaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak 
hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para 
pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara 
yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan 
berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang 




Kembali kepada tugas hakim dalam suatu proses perdata, bahwa salah 
satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum 
yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan 
hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat tidak berhasil untuk 
membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya 




Dalam ilmu hukum terdapat doktrin yaitu ius curia novut, artinya hakim 
dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu penolakan memeriksa sengketa 
dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak 
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diperkenankan. Walau bagaimanapun, apabila berhubungan dengan peraturan 
hukum. Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Berdasarkan pasal 
16 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009  jo. UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 
mengadili suatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak 
ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan 
menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak 




Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci 
ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang 
bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Oleh sebab itu, hakim 
tidak dibenaran menjatuhkan putusan tanpa didukung oleh alat-alat bukti 
formil. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-




Hakim dalam memeriksa suatu perkara secara seksama meneliti kejadian 
yang terungkap di persidangan. Kadang kala apa yang tertulis dalam gugatan 
dan apa yang diterangkan oleh para saksi tidak mampu mengungkap jalinan 
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peristiwa yang ingin di ketahui. Namun acap kali hakim mampu menangkap 
fakta atau peristiwa itu atas dasar apa yang diketahui, dialami, dilihat, atqau 
didengar hakim selama prosas pemeriksaan persidangan berlangsung. Karena 
fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga merupakan 
kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan.
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Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah 
putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara pihak yang 
bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (ex aequo et 
bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dari uraian tersebut 
dapat dilihat mengenai asas Nebis In Idem, dimana asas ini terwujud dengan 
adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut 
mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa, para 
pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh 
hakim. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini baik dalam arti 
positif maupun negatif. 
Dari uraian di atas akan timbul pertanyaan, bagaimanakah penerapan 
asas nebis in idem dalam pertimbangan hakim di pengadilan negeri dalam hal 
memutus perkara perdata dan apakah dalam penerapan tersebut tidak 
melahirkan masalah baru. Oleh sebab itu, perlu dibahas lebih lanjut yang 
dalam hal ini akan di angkat sebagai judul yaitu “Penerapan Asas Nebis in 
                                                             





Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata atas Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks.” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Skirpsi ini berjudul “Penerapan Asas Nebis in Idem dalam Penyelesaian 
Perkara Perdata atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks.” Untuk memberikan arah yang tepat terhadap 
masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata 
yang berkaitan dengan judul skripsi ini : 
- Asas adalah suatu pernyataan fundamental atsu kebenaran umum yang 
dapat dijadikan pedoman pemikiran dalam tindakan.
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- Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang 
kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, 
objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama
14
. 
- Perkara Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak 




C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 
penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti 




14Sarwono, Hukum Acara Perdata(Jakarta : Sinar Grafika,2014), h.90 
 





untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan Asas Nebis In Idem dalam penyelsaian perkara 
perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks ? 
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam pengajuan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dan 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitan penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun 
penelitian yang memilih relevansi dengan judul penulis sebagai berikut : 
Dr. H. Zainal Asikin dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia 
dimana dalam buku ini membahas beragam permasalahan utama dalam 
hukum acara perdata. Antara lain : pengertian hukum perdata, gugatan, 
gugatan class action, surat kuasa dalam hukum acara perdata, kompetensi 
mengadili, pembuktian dalam hukum acara perdata di indonesia, upaya 
hukum, eksekusi, dan perdamaian. 
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang 
gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan dimana 





dan diterapkan pada peradilan tingakt pertama di pengadilan negeri. Tidak 
hanya pokok-pokok hukum acara konvensional, tetapi juga mengenai 
persoalan baru yang berkembang pada dewasa ini seperti gugatan perwakilan 
kelompok (class action) dan penyelesaian perdamaian melalui sistem mediasi, 
selain itu terdapat juga pembahasan yang luas tentang putusan pengadilan. 
Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana dimana 
dalam buku ini membahas sepuluh bagian yaitu : pertama dimulai dari 
pengantar meliputi pengertian ilmu hukum pidana, objek ilmu hukum pidana, 
tujuan ilmu hukum pidana, pembagian hukum pidana, tujuan hukum pidana, 
fungsi hukum pidana, pengertian pidana, tujuan pidana dan konsep dasar 
hukum pidana. Kedua mengulas tentang asas legalitas dan perbuatan pidana. 
Ketiga mengenai pertanggung jawaban pidana. Keempat terkait melawan 
hukum. Kelima tentang alasan penghapusan pidana. Keenam mengenai waktu 
dan tempat terjadinya perbuatan pidana. Ketujuh membahas percobaan dan 
penyertaan. Kedelapan terkait perbarengan perbuatan. Kesembilan mengenai 
hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana. Dan 
diakhiri dengan pembahasan tentang pidana dan pemidanaan. 
Salim HS dalam bukunya pengantar hukum perdata tertulis (BW) dimana 
dalam buku ini membahas enam bagian, yaitu : bagian pertama hukum 
perdata, bagian kedua hukum orang, bagian ketiga hukum keluarga, bagian 






Sarwono dalam bukunya hukum acara perdata teori dan praktik dimana 
dalam buku ini membahas isi dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia khususnya tentang 
kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum acara 
perdata sulit untuk dimengerti tentang makna yang sebenarnya terkandung di 
dalamnya.  
Viswandro dalam bukunya pembuatan berkas-berkas perkara perdata 
dimana dalam buku ini membahas mengenai berkas-berkas perkara perdata, 
yang membuat berbagai surat yang berlaku dalam persidangan perkara 
perdata misalnya : surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, 
pembuktian, kesimpulan, memori dan kontra memori banding, memori dan 
kontra memori kasasi, memori dan kontra memori peninjauan kembali. 
Pembahasan tersebut disusun secara sistematis dan praktis agar dapat 
memahami dan mengetahui cara-cara pembuatan berkas perkara perdata. 
DR. Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya pengantar ilmu hukum 
dimana dalam buku ini membahas hukum itu apa sebenarnya ? dimana 
bergeraknya hukum dapat diamati ? apakah maksud dan tujuan serta 
keinginan hukum ? bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya ? 
Drs. Beni Ahmad Saebani dalam bukunya metode penelitian hukum 
dimana dalam buku ini membahas langkah-langkah membuat latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 
pemikiran, dan langkah-langkah penelitian secara lengkap dibahas tuntas. 





pendahuluan, isi yang harus terdapat dalam sebuah skripsi dan tata cara 
pembuatan skripsi. 
Disamping menelusuri skripsi yang membahas Nebis In Idem dalam 
perkara putusan pengadilan, penelusuran juga dilakukan di internet. Sejauh 
penelusuran yang dilakukan belum ada penelitian tentang judul ini 
“Penerapan Asas Nebis in Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata atas 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks.” 
beberapa kajian diatas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini. 
Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, salah satunya 
yaitu, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, studi putusan 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam 
memutus perkara perdata atas putusan PN Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 
PN Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks.  
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
mengenai pelaksanaan asas Nebis In Idem dalam pertimbangan hakim di 





2. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban tentang 
penerapan asas nebis in idem dalam pertimbangan hakim khususnya dalam 
menyelesaikan perkara perdata serta menjadi referensi khusus bagi 










A. Tinjauan Mengenai Asas Nebis In Idem 
1. Pengertian asas Nebis In Idem 
Yang dimaksud dengan “Nebis In Idem” adalah suatu larangan pengajuan 
gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai 
subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
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Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, “kecuali dalam hal putusan hakim masih 
mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh 
hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah 
menjadi tetap. Dalam artian hakim indonesia, termasuk juga hakim pengadilan 
swapraja dan adat, di tempat-temat yang mempunyai pengadilan-pengadilan 
tersebut”. Sedangkan pada pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan, “putusan yang 
menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena 
tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) putusan 
berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan 
berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau 
wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa”. 
Berdasarkan pasal a quo adadua adagium yang terkandung di dalamnya. 
Pertama, nemo debet bis vexari yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu 
dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini 
kemudian dikenal sebagai Nebis In Idem yang kurang lebih artinya, seseorang 
tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang 
sama. Kedua, nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure 
                                                             





censeri. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa 
pengadilan. 
Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah 
ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan 
kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang 
berkaitann dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan 
hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, 
maka tidak dapat dikatakan sebagai nebis in idem.
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Yang dimaksud dalam nebis in idem di sini termasuk didalamnya penyelesaian 
perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam 
persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat 
inkar janji (wanprestasi), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi 
gugatannya untuk yang kedua kalinya (pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 
31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan 
tidak termasuk nebis in idem karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya 
tidak sama dengan keputusan pengadilan. 
Nebis in idem di atur dalam pasal 1917 BW. Dinyatakan bahwa kekuatan suatu 
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas 
daripada sekedar mengenai soalnya putusan. 
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut 
adalah sama, bahwa tutntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula 
                                                             






dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang 
sama pula. 
Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dijadikan 
sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya “nebis in idem” dalam hal 
melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak 
penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh 
penggugat didasarkan pada alsan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, 
objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan 
demmikian suatu gugatan dapat dikatan sebagai nebis in idem.
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2. Syarat berlakunya asas nebis in idem 
Pasal 1971 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan 
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada 
sekedar mengenai putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan 
itu perlulah soal yang dituntut, alasan dari para pihak yang sama. Persyaratan 
suatu sengketa yang dikenai asas nebis in idem adalah pihak yang digugat harus 
sama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut 
sudah pernah di putus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai 




                                                             





Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam nebis in idem antara lain sebagi 
berikut : 
a. Objeknya sama 
Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa pengajuan 
permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus 
oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap atau in krach van gewijsde diajukan gugatan 
kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya. 
b. Alasannya sama 
Yang dimaksud dengan alasannya sama adalah bahwa gugatan yang 
diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah 
diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
(pasti) diajukan kembali dalam untuk kedua kalinya. 
c. Subjeknya sama 
Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang 
diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik 
itu penggugat maupun tergugatnya telah diputus oleh pengadilan dan 
keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali 
dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya. 
d. Pengadilannya sama 
Yang dimaksud dengan pengadilannya sama adalah bahwa dalam perkara 





dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh penggugat 
diajukan kembali untuk kedua kalinya. 
Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama 
baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan 
gugatan yang diajukan sebelumnya oleh penggugat dan telah di putus oleh 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van 
gewijsde). Maka pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh 
penggugat untuk kedua kalinya ke pengadilan negeri yang seperti ini akan 
dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa gugatan tidak 




B. Tinjauan Mengenai Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di 
Pengadilan Negeri 
1. Pengertian Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan 
Yang dimaksud dengan pengertian sengketa perdata adalah suatu perkara 
perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya 
mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. 
Dari pengertian tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada 
“sengketa” itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa di 
dalamya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak 
baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim 
dalam persidangan pengadilan. Sedangkan perkara perdata (permohonan 
                                                             





penetapan) yang didalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk 
dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak 
dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon. 
Di dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di 
pengadilan umumnya sengketanya tentang terjadinya pelanggaran hak dan 
nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan 
cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan 
pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti 
rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang telah dirugikan 
mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang 
telah dilanggar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan 
tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.
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2. Tahap-tahap proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri 
Pada tahap-tahap proses pemeriksaan sengketa di pengadilan negeri, penulis 
membagi dan menguraikannya ke dalam 3 tahap, sebagai berikut : 
1.) Tahap-tahap tindakan sebelum proses pemeriksaan di muka persidangan 
Pasal 121 HIR merupakan dasar hukum bagi pencatatan sengketa oleh 
panitera, kemudian pada pasal 121 ayat (4) HIR mengharuskan membayar 
biaya sengketa sebelum dicatat dalam register/daftar sengketa. Biaya ini 
meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para 
pihak disertai materai,. Berdasarkan pasal 182,183 HIR apabila diminta 
bantuan pengacara maka harus dikeluarkan biaya pula. Pengajuan gugatan 
                                                             





ke pengadilan nengeri harus ditujukan kepada pengadilan negeri yang 
memiliki wewenang memeriksa dan memutus dalam pengadilan tingkat 
pertama. Menurut hukum acara perdata hal trsebut didasarkan pada dua 
kewenangan, yaitu : 
a.) Wewenang mutlak (absolute competentie), wewenang mutlak dari 
pengadilan negeri dalam sengketa perdata adalah kekuasaan yang 
dimilikinya untuk mengadili setiap sengketa perdata, meliputi 
semua sengketa hak milik dan hak-hak yang muncul karenanya 
serta hal-hak keperdataan lainnya. Hal ini disebut attributie van 
rechtsmacht yakni pemberian kekuasaan mengadili tentang suatu 
sengketa. 
b.) Wewenang relatif (relative completentie), wewenang relatif 
menyangkut pembagian kekuasaan hakim. Hal ini disebut 
distributie van rechtspraak yakni pembagian  kekuasaan 
mengadili sesama pengadilan negeri.
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Pasal 118 HIR menentukan bahwa : 
(1) Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan 
pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan 
yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya 
menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah 
hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui 
tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 
                                                             





(2) Jika yang menjadi tergugat lebih dari satu orang maka 
penggugat dapat memilih  tempat tinggal dari salah seorang 
tergugat. 
(3) Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal 
maupun tempat tinggal yang nyata. Dalam hal ini gugatan 
diajukan ke pengadilan negeri dimana penggugat tinggal. 
(4) Sedangkan apabila gugatan mengenai benda tetap maka 






2.) Tahap-tahap selama proses persidangan 
Setiap penggugat sangat menghendaki gugatannya dikabulkan. Oleh 
karena itu dia berkepentingan pula seandainya gugatannya dikabulkan maka 
dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Untuk menjamin hak 
penggugat dalam hal gugatannya dimenangkan, maka undang-undang 
menyediakan upaya hukum yaitu penyitaan (beslag) yang merupakan 
tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. 
Penyitaan sebagai jaminan (sita jaminan) dapat dilakukan baik terhadap 
barang milik penggugat sendiri yang ada di tangan orang lain, maupun 
terhadap milik tergugat. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri 
ada dua macam, yaitu sita revendicatoir dam sita marital : 
                                                             





a.) Sita revindicatoir (revindicatoir beslag) 
Berdasarkan pasal 226 HIR sita revindicatoir, yaitu penyitaan 
terhadap barang tidak tetap milik penggugat yang berada di tangan 
tergugat (hanya sebagai pemegang saja), dengan maksud untuk 
menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali pada 
penggugat. 
b.) Sita maritaal (maritaal beslag) 
Berdasarkan pasal 823 RV sita maritaal, yaitu penyitaan untuk 
menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya untuk 
melindungi hak pemohon (harta bersama/gono gini) selama 
pemeriksaan sengketa perceraian berlangsung. 
Sita jaminan terhadap barang milik tergugat sendiri ada dua macam, yaitu 
sita consevatoir dan sita eksecutorial : 
a.) Sita consevatoir (consevatoir beslag) 
Berdasarkan pasal 227 HIR sita conservatoir, yaitu sita jaminan 
terhadap barang (bergerak dan tidak bergerak) milik tergugat. Sita 
conservatoir merupakan tindakan persiapan dari tergugat untuk 
menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dapat 
menguangkan atau menjual barang tergugat yang disita guna 








b.) Sita eksecutorial (eksecutorial beslag) 
Apabila gugatan penggugat dikabulkan (menang) maka sita 
conservatoir perlu mendapat titel eksecutorial. Dengan demikian 




3.) Tahap-tahap pemeriksaan di muka persidangan 
Pemeriksaan sengketa di muka persidangan atau sidang pengadilan 
dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari 
tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai 
hakim anggota. Menurut sistem HIR dan RBg hakim aktif memimpin acara 
dari awal hingga akhir sidang. Diawali dengan hakim ketua menyatakan 
sidang terbuka untuk umum dan segera memulai memeriksa identitas para 
pihak. Tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah sebagai berikut: 
a.) Acara verstek (tanpa hadir tergugat) 
Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari 
sidang pertama. Apabila pada hari sidang pertama yang telah 
ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya 
untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut, maka gugatannya 
dinyatakan gugur dan dia dihukum membayar biaya sengketa. Akan 
tetapi, dia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah 
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b.) Persidangan di muka sidang pengadilan 
Berdasarkan peraturan mahkamah agung republik indonesia 
(PERMA RI) nomor 1 tahun 2009 tentang prosedur mediasi di 
pengadilan, bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian 
sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses 
yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang 
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke 
dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu 
instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di 
pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga 
pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses 
pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 
Bahwa dalam hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR  maupun pasal 
154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat 
diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur 
berperkara di pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, 
dan pasal 154 ayat (1) RBg, bila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua 
belah pihak hadir, hakim ketua berupaya untuk mendamaikan mereka. Upaya 
damai tidak hanya pada permulaan sidang pertama, melainkan sampai sidang 
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berakhir pun sebelum hakim ketua mengetokkan palu putusannya. Terdapat dua 
kemungkinan terhadap hasil upaya perdamaian tersebut, yaitu : 
(1) Apabila perdamaian di muka sidang dapat tercapai, maka acara berakhir 
dan majelis hakim membuatkan akta perdamaian (sertificate of 
reconsiliation) dan mempunyai kekuatan berlaku (force of excecution) 
serta dijalankan sama dengan putusan hakim (pasal 130 ayat (2) HIR, 
Pasal 154 ayat (2) RBg). 
(2)  Apabila perdamaian tidak tercapai, maka srat gugatan dbaca dan 
persidangan dimulai (pasal 131 ayat (1) HIR). 
c.) Jawaban tergugat 
Dalam pemeriksaan sengketa di muka sidang pengadilan negeri, 
jawaban kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun 
yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting 
karena tegugat menjadi sasaran penggugat. Jawaban tergugat dapat 
berupa pengakuan, bantahan, tangkisan (exceptie), dan referte ( 




d.) Gugatan balik 
Gugatan balik atau yang biasa disebut dengan gugatan rekonvensi 
diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR yang menyatakan gugatan yang 
diajukan tergugat sebahai gugatan balasan terhadap gugatan yang 
diajukan penggugat kepadanya dan gugatan rekonvensi diajukan 
                                                             






tergugat kepada PN pada saat berlangsung proses pemeriksaan 
gugatan yang diajukan penggugat.
26
 
e.) Eksepsi  
Tangkisan pihak tergugat yang tidak ada hubungannya dengan pokok 
perkara, tetapi tangkisannya hanya mempermasalahkan tentang 
pengadilan negeri tidak berwenang mengadili karena berdasarkan 




Jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban 
tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk 
meneguhkan gugatannya,dengan mematahkan alasan-alasan 
penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.
28
 
g.) Duplik  
Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama 
dengan replik, duplik inipun dapat diajukan baik secara tulisan 
maupun lisan. Dupllik diajukan tergugat untuk meneguhkan 
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h.) Pembuktian  
Suatu kegistan atau proses untuk meyakinkan hakim atas apa yang 
dituntut, atau apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang 
dikemukakan menjadi jelas dan terang benderang. Dengan demikian, 
yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti 
yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu 
perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang 
mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-
perkara pwermohonan yang menghasilkan suatu penetapan.
30
 
Pasal 283 RBg/163 HIR menjelaskan : “barang siapa mengatakan 
mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk 
meneguhkan haknya itu, atau untuk  membantah hak orang lain, 
haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”. 
 
C. Tinjauan Mengenai Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan Hakim 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan 
perkara selesai, Majeli Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk 
mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, 
apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 
                                                             






113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, 
maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan 
konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan 
pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan 
putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis 




Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu 
pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. 
Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang 
memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman 
terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi 
hukum ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana 
pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, 
hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan 
prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau 
yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, 
sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau 
denda. 
Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara 
sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat 
dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan 
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putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan 
provisionil, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut 
disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara 
dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan 
dalam praktik perbedaanya tidaklah penting.
32
 
Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah 
putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan 
perkara di PN, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian 
perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak 




2. Jenis-jenis Putusan Hakim 
Secara umum putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, 
dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti pasal 180 HIR, 
Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provinsi maka berdasarkan pasal-pasal 
yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang 
dapat dijatuhkan hakim. 
1.) Dari aspek kehadiran para pihak 
a. Putusan gugatan gugur 
Bentuk putusan ini diatur dalam pasal 124 HIR, Pasal 77Rv. Jika 
penggugat tidak datang pada sidang yang ditentukan, atau tidak 
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menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan 
patut, dalam kasus yang seperti itu : 
 Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan 
gugatan penggugat 
 Berbarengan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya 
perkara. 
b. Putusan verstek 
Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, 
Pasal 78 Rv. Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran 
gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada 
tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. 
c. Putusan contradictoir 
Putusan contradictoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat 
atau para tergugat pernah hadir dalam persdangan, tetapi dalam 
persidangan selanjutnnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah 
hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. 
Apabila tergugat atau salah satu tergugat tidak hadir dalam sidang-
sidang berikutnya, secara yuridis hakim menangani perkara tersebut 
dapat memberikan putusan contadictoir. Dalam ha ini terjadi demikian, 
maka tergugat atau para teergugat tidak diperkenankan mengajukan 










2.) Putusan ditinjau dari sifatnya 
a. Putusan deklarator 
Putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan 
atau kedudukan hukum semata-mata. 
Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian 
jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau 
tidak sah sebagai milik penggugat, dll. 
b. Putusan constitutief 
Putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat 
meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan 
hukum baru. 
Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan 
keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan 
istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada, 
dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami-
istri sebagai janda dan duda. 
c. Putusan condemnatoir 
Putusan yang memmuat amar menghukum salah satu pihak yang 
berperkara.  
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Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan oleh karena dalam 
hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber 
perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya 
diselesaikan dipengadilan. Misalnya hukuman untuk membayar ganti 
rugi, hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan 




3.) Putusan ditinjau pada saat penjatuhan 
a. Putusan sela 
Mengenai putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau 
pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut hakim dapat mengambil atau 
menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (eind vonnis), yang 
dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsug. Namun, putusan 
itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan 
akhir mengenai pokok perkara.  
Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang 
berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan 
perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubung dengan itu 
dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul 
dari putusan sela, antara lain sebagai berikut. 
(1) Putusan preparatoir 
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Putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan 
akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara 
atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk 
mempersiapkan putusan akhir. 
Misalnya putusan yang menolak atau menerima menundaan sidang 
untuk pemeriksaan saksi-saksi. 
(2) Putusan interlocutoir 
Putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan 
pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada 
para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang 
dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat 
mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan 
terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. 
Misalnya pengambilan sumpah, pemeriksaan para saksi, 
pemeriksaan saksi ahli, dll. 
(3) Putusan insidentil 
Putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa 
yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. 








(4) Putusan provisi 
Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan 
dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu 
putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang 
sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. 
Misalnya putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri 
mohon agar di perkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama 
suami selama proses persidangan berlangsung.
36
 
b. Putusan akhir 
Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai 
penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) 
untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara 
pihak yang berperkara. 
Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu oerkara dan 
atau sengketa umumnya dapat berupa : 
(1) Gugatan dikabulkan 
Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang 
diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak 
disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti 
seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan 
hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh 
hakim juga sebagian. Jadi dalam surat permohonan gugatan dalam 
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praktiknya hakim dalam mengammbil keputusan pada asasnya 
tetap mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti yang telah 
diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa. 
(2) Gugatan ditolak 
Maksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-bukti 
yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan 
kebenarannya (keautentikannya) di dalam persidangan dan 
gugatannya melawan hak dan tidak beralasan. Maka gugatan akan 
ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan. 
(3) Gugatan tidak dapat diterima 
Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat 
dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvan kelijk verrklaart) 
oleh pengadilan dengan alasan bahwa gugatannya tidak beralasan, 
gugatannya melawan hak, gugatannya diajukan oleh orang yang 
tidak berhak. 
(4) Tidak berwenang mengadili 
Maksud dari tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam suatu 
gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak 
berwenang mengadii suatu perkara baik berdasarkan kompetensi 





                                                             





3. Putusan hakim mengenai sengketa perdata 
Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970, 
sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28 
ayat (1) UU RI No.4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya 
sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, 
hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup dikalangan masyarakat. 
Dengan demikikian hakim dapat memberikan tuntutan yang sesuai dengan 
hukum dan keadilan masarakat. Hakim memutus suatu sengketa dapat 
berpedoman pada putusan hakim sebelumnya pada suatu sengketa yang sama. Hal 
tersebut diperbolehkan apabila putusan yang terdahulu sudah memenuhi rasa 
keadilan. Secara yuridis hal demikian disebut predecant, yang berarti sudah ada 




Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA” dalam suatu putusan hakim mengandung makna bahwa 
keputusannya mempunyai kekuatan eksekutorial, yang mana dalam praktik 
apabila ternyata pihak yang dihukum dan atau dikalahkan dalam suatu sengketa di 
pengadilan ternyata lalai atau tidak mau dengan sukarela menyerahkan barang-
barang yang menjadi jaminan baik terhadap barang bergerak maupun tidak 
bergerak sesuai dengan keputusan pengadilan, maka penyerahannya kepada pihak 
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yang dimenangkan dalam suatu perkara dipengadilan dapat dilaksanakan dengan 
cara paksa oleh pihak pengadilan yang dibantu oleh pihak aparat teritorial 
setempat. 
Bilamana dalam suatu putusan pengadilan di bagian kepala keputusan tidak 
dicantumkan dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka dalam putusan hakim tersebut secara 
yuridis dapat dikatakan cacat hukum, sehingga keputusan pengadilan tersebut 
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atau dapat di batalkan di 
tingkat banding. Hal ini disebabkan oleh karena dalam setiap putusan pengadilan 
pemuatan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA” pada bagian atas putusan merupakan suatu keharusan di 
dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan termasuk didalamnya 
adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri kepada pemohon 
penetapan (pasal 2 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman). Dicantumkannya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada keputusan pengadilan selain 
merupakan keharusan di dalam setiap putusan pengadilan juga mempunyai makna 
yang sangat dalam karena dengan dicantumkannya irah-irah tersebut 
keputusannya secara yuridis mempunyai kekuatan eksekutorial yang 




                                                             





Kewenangan melaksanakan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, 
merupakan kekuasaan yang inheren melekat pada fungsi ketua PN sesuai dengan 
penggarisan pasal 195 ayat (1) HIR yang menegaskan,hal ini menjalankan putusan 
PN dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh PN adalah atas 
perintah dan dibawah pimpinan ketua PN. Pada dasarnya kewenangan itu bebas 
dan otonam tanpa campur tangan atau intervensi kekuasaan lain dan instansi lain. 
Hal itupun ditegaskan dalam buku pedoman pelaksanaan tugas, bahwa putusan 
serta merta termasuk putusan provorsional, hanya bisa dilaksanakan atas perintah 
dan dibawah pimpinan ketua PN berdasarkan pasal 195 HIR, pasal 206 RBG.
40
 
Putusan hakim yang telah in kracht van gewijsde tidak dapat diganggu gugat 
oleh siapapun, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 14 
(empat belas) hari terlewati, terkecuali untuk pelaksanaan uit voorbaar bij voorad 
atau putusan serta merta tidak mengenal batas waktu atau tidak terikat batasan 
waktu untuk pelaksanaan hukumannya yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. 
Khusus untuk putusan uit voorbaar bij vooraad dalam praktik walaupun ada 
upaya hukum pihak yang dikalahkan melalui banding di pengadilan tinggi putusan 
tersebut dpat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan dan pelaksanaan 
putusannya bisa dilaksanakan kapan saja, baik sebelum jangka waktu 14 (empat 
belas) hari atau sesudah jangka waktu 14 (empat belas) hari lewat tidak ada 
masalah. 
Agar putusan pengadilan dapat dinyatakan sah, maka putusan pengadilan 
haruslah ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota dan paitera (pasal 184 
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ayat (1) HIR jo.palas 195 ayat (3) RBg jo. Pasal 50 ayat (1) UU RI No.48 tahun 
2009 tentang kekuasaan kehakiman). Suatu putusan pengadilan apabila tidak 
ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota, dan panitera yang telah 
memeriksa perkara secara yuridis tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 
mengikat kepada para pihak yang sedang bersengketa. Keputusan pengadilan 
yang demikian dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum serta dapat 




                                                             








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah field research, Field 
research yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang 
terjadi di lapangan. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di kota Makassar. ( Pengadilan 
Negeri Makassar ). 
 
B. Metode Pendekatan 
1. Pendekatan yuridis yaitu cara atau medote yang dilakukan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah 
yang diteliti. 
2. Pendekatan syari’at yaitu pendekatan terhadap hukum islam yang bersumber 
dari Al-qur’an dan As-sunnah 








C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer 
Yaitu data pokok yang diperoleh dari studi lapangan pada lokasi penelitian 
dalam hal ini di Pengadilan Negeri Makassar, melakukan wawancara 
dengan hakim, panitera sesuai permasalahan yang dibahas. 
2. Data sekunder 
Yaitu data penunjang yang diperoleh melalui studi pustaka pada berbagai 
literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dari berbagai 
sumber lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah field research dan library research, maka data penelitian 
ini dilakukan melalui teknik : 













                                                             
42 Drs.Beni Ahmad Saebani,Metode Penelitian Hukum(Bandung : CV Pustaka 
Setia,2008), h.158 
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
1. Reduksi data proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi 
dan disajikan. 
Analisis data dari penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang 
tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif 
kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomen dengan 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Sengketa Perdata Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks. 
a. Pihak-pihak yang bersengketa : 
Drs. H. Andi Mappaturung selaku seorang ahli waris dari Alm. H. 
Andi Mappagiling Karaenta Karuwisi, dalam hal ini diwakili oleh 
kuasa hukumnya H.A. Hamim Naiem, SH dan Ishak Zulkarnaen, 
SH., MH sebagai penggugat melawan PT. Gowa Makassar 
Tourisme Development Tbk. (PT. GMTD Tbk) sebagai tergugat I, 
PT. Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai tergugat II, dan Badan 
Pertanahan Kota Makassar sebagai tergugat III. 
b.  Obyek sengketa : 
Sebidang tanah milik adat seluas 30.134 M2 sesuai persil 123 D II 
kohir 996 C milik Alm. H. Andi Mappagiling Karaenta Karawisi 
yang terletak di kelurahan Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate Kota 
Makassar. 
c. Kasus posisi sengketa perdata : 
Penggugat adalah salah seorang dari ahli waris dari Alm. Andi 
Mappagiling Karaenta Karawisi yang berhak atas obyek sengketa 
karena warisan, atas obyek sengketa Penggugat dan Tergugat I 
mengadakan perjanjian pengikatan jual beli tepatnya pada tanggal 8 
Februari 2002 dan disepakati dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga 





pertama pada tanggal 15 Februari 2002 sebesar Rp.275.000.000,- 
(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sekalian surat tanah sebagai 
tanda bukti pemilikan atas obyek sengketa diserahkan pada 
Tergugat I dan sisanya tahap kedua sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh 
puluh lima juta rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya pada 
tanggal 15 Maret 2002 atau sebulan kemudian. Karena Tergugat I 
wanprestasi/ ingkar janji, Penggugat baik secara peibadi maupun 
sebagai kuasa ahli waris Alm. H. Andi Mappagiling Karaenta 
Karawisi menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Makassar 
terdaftar No.104/Pdt.G/2005/PN.Mks Jo No.167/PDT/2006PT.Mks 
Jo No.267 PK/PDT/2009 tanggal 22 desember 2010 putusannya 
telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh penggugat. 
d. Eksepsi tergugat : 
Dalam eksepsi tergugat I : 
1.) Gugatan penggugat Nebis In Idem 
Penggugat telah mengakui bahwa mereka pernah mengajukan 
gugatan kepada tergugat I di Pengadilan Negeri Makassar 
dengan Nomor perkara : 104/Pdt.G/2005/PN.Mks Jo Nomor : 
167/PDT/2006/PT.Mks Jo Nomor : 1527 K/PDT/2007 Jo 
Nomor 267 PK/PDT/2009 dan putusan ini telah berkekuatan 
hukum tetap. Atas dasar itu, seharusnya penggugat harus lebih 
sabar dan tidak terburu-buru untuk mengajukan gugatan yang 





sama dengan yang sekarang, sekalipun terdapat penambahan 
subyak dalam perkara yang sekarang ini. 
2.) Gugatan penggugat adalah prematur : 
Penggugat mengetahui dan menyadari sepenuhnya jika ada 
perkara perlawanan dari tergugat II melawan penggugat dan 
tergugat I dalam perkara Nomor : 167/Pdt.plw/2011/PN.Mks, 
tanggal 2 februari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 
tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 184/Pdt/2012/PT.Mks, dimana 
Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan perlawanan dari 
tergugat II. Meneruskan gugatan penggugat apalagi 
mengabulkan maka akan terjadi gesekan dan akibat hukum 
yang kontradiktif dikemudian hari. 
3.) Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) 
Kaburnya gugatan penggugat terletak pada tidak adanya rincian 
mengenai identitas obyek sengketa didalam petitum, sementara 
menurut ketentuan hal ini menjadi penting karena posisinya 
sebagai acuan untuk menentukan komposisi amar putusan dan 
sekaligus sebagai dasar pelaksanaan eksekusi. 
 
Dalam Eksepsi Tergugat II 
1.) Gugatan Nebis In Idem 
Bahwa gugatan penggugat Nebis In Idem dengan perkara yang 





sebelumnya yaitu perkara perdata Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Uj.Pdg Jo perkara Nomor : 
167/Pdt.plw/2011/PN.Mks. 
Subyek yaitu pihak yang berperkara dalam perkara in litis telah 
menjadi pihak berperkara dalam perkara perdata Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Uj.Pdg Jo perkara Nomor : 
167/Pdt.plw/2011/PN.Mks. Demikian pula dengan obyek 
perkara yaitu tuntutan penyerahan tana seluas 30.134 M2 
dikenal sebagai persil 123 D II, kohir 1996 C 1, terletak di 
kelurahan Tanjung Merdeka telah menjadi obyek perkara 
dalam kedua perkara tersebut diatas. 
2.) Gugatan Salah Obyek (Error In Obyecto) 
Bahwa memperhatikan letak dan atau batas-batas tanah yang 
disebutkan penggugat dalam surat gugatannya dan diklaim 
sebagai tanah miliknya yaitu tanah persil 123 D II, kohir 1996 
C 1, terletak di kelurahan Tanjung Merdeka dengan batas-batas 
sebagaimana disebutkan dalam gugatan, nampak dengan jelas 
bahwa gugatan penggugat telah salah obyek (Error In Obyecto) 
karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II bukanlah bekas 
tanah persil 123 D II, kohir 1996 C 1 melainkan bekas tanah 
sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21054 atas nama 
tergugat I yang beralih sebagian yaitu seluas 39.605 M2 kepada 





3.) Gugatan Kurang Pihak 
Bahwa jikalau tanah yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai 
tanah miliknya adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II saat 
ini, maka gugatan telah kekurangan pihak sebab tidak 
mengikutsertakan pemilik semula tanah obyek perkara yang 
telah menjual/mengalihkan haknya kepada Tergugat I 
selanjutnya kepada Tergugat II. Pihak-pihak tersebut 
diantaranya adalah Akademi Parawisata Makassar, Batjokang 
Djuma dan Sangkala Alle. 
4.) Gugatan Prematur 
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur 
atau belum waktunya diajukan karena Putusan Mahkamah 
Agung RI  No.267 PK/PDT/2009 yang dimohonkan 
pelaksanaanya, terhadapnnya telah dilakukan upaya hukum 
perlawanan pihak ketiga (derden verzet) oleh Tergugat II yang 
terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar sebagai perkara 
perdata Nomor : 167/Pdt.plw/2011/PN.Mks dan upaya hukum 
perlawanan (verzet) oleh Tergugat I yang terdaftar di 









Dalam Eksepsi Tergugat III 
1.) Bahwa Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil 
gugatan dan tuntutan para penggugat sebagaimana yang 
tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 12 september 2012 
dan diperbaiki tanggal 22 november 2012, kecuali terhadap hal-
hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya 
oleh Tergugat III yang sepanjang tidak merugikan kepetingan 
hukum Tergugat III 
2.) Bahwa gugatan para Penggugat yang mengakibatkan Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Makassar dijadikan Tergugat III dalam 
perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan 
sangatlah patut dikesampingkan dangan alasan sebagai berikut : 
“Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang 
mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan 
Pertanahan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, 
karena keputusan untuk menerbitkan suati sertifikat Hak Atas 
Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan 
merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk 
dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi 
absolut) sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 
1986 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004, 
berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar 





3.) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya (obscuur libel) 
karena sesuai dalil gugatan Penggugat yang menjadi obyek 
perkara adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No.21791/Tanjung Merdeka, tanggal 26 Mei 2005, Surat Ukur 
No.02539/2005 tanggal 17 Mei 2005, luas 10.359 M2, tercatat 
atas nama PT.GRAHA TATA CEMERLANG MAKASSAR, 
Tbk berkedudukan di Makassar, namun saat ini Hak Guna 
Bangunan No.21791/Kel.Tanjung Bunga telah dimatikan 
karena telah digabungkan menjadi Hak Guna Bangunan 
No.21801/Kel. Tanjung Merdeka tercatat atas nama PT. 
GRAHA TATA  CEMERLANG MAKASSAR berkedudukan 
di Makassar. 
e. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar : 
1.) Bahwa berdasarkan bukti P-3 atas permohonan eksekusi dari 
H.Andi Mappaturung tertanggal 23 Februari 2011 oleh ketua 
Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan penetapan 
Nomor : 15 EKS/2011/PN.Mks Jo Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Mks yang isiya memerintahkan 
Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri Makassar atau jika 
berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk 
memanggil dengan resmi kepada : PT. Gowa Makassar Tourism 
Development Tbk berkedudukan di jalan Metro Tanjung Bunga 





Kota Makassar supaya ia datang menghadap pada Ketua 
Pengadilan Negeri Makassar di jalan R.A Kartini No.23 
Makassar pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 jam : 10.00 
WITA untuk ditegur/diperingati agar dalam tempo 8 hari setelah 
diperingati ia segera menaati/mematuhi Putusan Mahkamah 
Agung RI No.267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Desember 2010 
secara sukarela 
2.) Bahwa atas diterbitkannya Penetapan No.15 EKS/2011/PN.Mks 
tersebut kemudian pihak PT. Graha Tata Cemerlang Makassar 
(kini sebagai Tergugat II) telah mengajukan perlawanan 
terdaftar dalam perkara Nomor : 167/Pdt.Plw/2011/PN.Mks 
(bukti P-4), dengan alasan karena dalam perkara perdata a quo 
serta penetapan pelaksanaan/eksekusi putusan pengadilan a quo 
menjadikan tanah milik pelawan sebagai obyek sengketa pada 
perkara a quo serta sebagai obyek eksekusi putusan pengadilan 
a quo dan setelah mealui proses pemeriksaan dipersidangan 
akhirnya Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan 
putusan yang amarnya antara lain menolak pelawan untuk 
seluruhnya 
3.) Bahwa selanjutnya dalam tingkat banding Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan 






4.) Bahwa berdasarkan pengecekan majelis dalam buku register 
perdata bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 
148/Pdt/2012 tersebut oleh Terlawan I (kini sebagai Penggugat) 
telah diajukan kasasi dan hingga kini masih dalam tahap 
pemeriksaan ditingkat kasasi dan oleh karena itu untuk 
menghindari adanya putusan tumpang tindih dan bahkan 
bertentangan antara satu dengan lainnya maka gugatan 
Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga 
eksepsi para Tergugat point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan 
5.) Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Tergugat point 1 dan 
2, maka terhadap eksepsi para Tergugat selebihnya tidak perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan 
f. Putusan Pengadilan Negeri Makassar : 
1.) Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian 
2.) Menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis In Idemdan 
prematur 
3.) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 
Ontvankelijke Verlaard) 
4.) Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 








B. Penerapan Asas Nebis In Idem dalam penyelesaian perkara perdata pada 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks 
Nebis In Idem diatur dalam pasal 1917 BW. Dinyatakan bahwa 
kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak 
tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. 
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang 
dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak 
yang sama di dalam hubungan yang sama pula. 
Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 
dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya “Nebis In 
Idem” dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang 
diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa 
gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama 
baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan 
pengadilannya serta alasannya sehingga dengan demikian suatu gugatan 
dapat dikatakan sebagai Nebis In Idem. 
 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asas Nebis In Idem antara 
lain sebagai berikut : 
1.) Objeknya Sama 
2.) Alasannya Sama 
3.) Subjeknya Sama 





Asas Nebis In Idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah 
hukum. Bahwa di dalam hukum pidana nasional di indonesia, asas 
Nebis In Idem telah dirumuskan di pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu 
seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Asas Nebis In Idem ini berlaku dalam hal 
seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag 
van alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) (terdapat 
dalam pasal 75 ayat (2) KUHP). 
Selain itu dalam ranah hukum perdata, asas Nebis In Idem ini 
sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan 
yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk 
mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karena 
itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk 
kedua kalinya (ditulis dalam buku hukum acara perdata M.Yahya 
Harahap hal. 42). 
Kemudian dapat kita temui dalam rumusan pasal 60 ayat (1) UU 
Nomor 8 Tahun 2011 yaitu perubahan atas UU  Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang pengujian perundang-
undangan diterapkan pula asas Nebis In Idem yaitu terhadap materi 
muakan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah di uji tidak 





Bahwa perlu diketahui bersama, tidak semua pengadilan 
mengandung asas Nebis In Idem, putusan pengadilan yang 
mengandung Nebis In Idem adalah putusan positif sedangkan 
peraturan negatif tidak melekat asas Nebis In Idem seperti : gugatan 
cacat formil, gugatan prematur, voluntair contentiosa yang bersifat 
deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus. 
Pelaksanaan asas Nebis In Idem ini ditegaskan pula dalam SEMA 
Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan 
dengan asas Nebis In Idem, yang dalam surat edaran tersebut ketua 
MA pada waktu itu Bagir Manan menghimbau para ketua pengadilan 
untuk dapat melaksanakan asas Nebis In Idem dengan baik dan sangat 
berhati-hati demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari 
adanya putusan yang berbeda. 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa secara garis besar 
untuk menyatakan suatu putusan memiliki kekuatan Nebis In Idem 
atau tidak adalah melihat apakah putusan tersebut merupakan putusan 
positif atau negatif. Ketentuan tersebut juga berlaku pada perkara-
perkara yang mejadi kewenangan Pengadilan Negeri. 
Dalam asas Nebis In Idem tidak diterapkan pada perkara-perkara 
tertentu tetapi berlaku dalam semua tindakan melawan hukum 






Penerapan asas Nebis In Idem dalam putusan Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks diterapkan sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Meskipun dalam pengajuan perkara pertama terdapat 1 
tergugat dan pengajuan gugatan kedua kalinya menjadi 3 tergugat, 
tetapi dalam pengajuan objeknya tetap 
sama.Meskipundemikianputusan tersebuttetap dikatakan Nebis In 
Idem. 
 
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks 
Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU RI No.14 Tahun 1970, 
sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.35 Tahun 1999, sekarang 
dalam pasal 28 ayat (1) UU RI No.4 Tahun 2004 memerintahkan hakim 
dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Meurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak 
sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan 
masyarakat.  
Dengan demikian hakim dapat memberikan tuntutan yang sesuai 
dengan hukum dan keadilan masyarakat. Hakim memutus suatu sengketa 
dapat berpedoman pada putusan hakim sebelumnya pada suatu sengketa 
yang sama. Hal tersebut diperbolehkan apabila putusan yang terdahulu 





Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan 
hukum acara yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil 
pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk 
mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga 
merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu 
putusan. Sehingga ketelitian, kejelitan, dan kecerdasan dalam 
mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting 
dan menentukan terhadap hasil putusan. 
Alat bukti juga merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara. Dimana alat bukti itu berupa keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti, keterangan saksi 
dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam 
mempertimbangkan bukti-bukti yang diterima. 
Sengketa perdata Nomor 245/Pdt.G/2012/PN.Mks yang telah diajukan 
para Penggugat, menurut hakim Pengadilan Negeri Makassar sengketa 
perdata tersebut adalah Nebis In Idem. Maka eksepsi para tergugat untuk 
sebagian dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 
diterima. Menurut hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa Penggugat 
mendalilkan dalam gugatannya adalah mengenai sebidang tanah milik Drs. 
H. Andi Mappaturung selaku ahli waris Alm. H. Andi Mappagiling 
Karaenta Karawisi yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, 





Gowa Makassar Tourisme Development Tbk. (PT. GMTD Tbk) sebagai 
tergugat I, PT. Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai tergugat II. 
Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa apa yang  
menjadi dasar dalam gugatan H. Andi Mappaturung terlebih dahulu dalam 
sengketa perdata Nomor : 104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg Jo Putusan 
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 167/Pdt/2006 tanggal 8 agustus 
2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 
Maret 2008 Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 267 PK/Pdt/2009 
tanggal 22 Desember 2010 dan gugatan selanjutya dalam sengketa perdata 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks adalah sama, yaitu mempersoalkan 
masalah sebidang tanah milik Alm. H. Andi mappagiling Karaenta 
Karawisi yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan 
Tamalate kota Makassar yang sekarang ditempati oleh PT. Gowa 
Makassar Tourisme Development Tbk. (PT. GMTD Tbk) sebagai tergugat 
I, PT. Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai tergugat II. 
Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa dasar pengajuan 
gugatan pertama dan gugatan kedua adalah sama, yakni sama-sama 
mempersoalkan masalah tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Gowa 
Makassar Tourisme Development Tbk. (PT. GMTD Tbk) sebagai tergugat 
I, PT. Graha Tata Cemerlang Makassar sebagai tergugat II. Maka dalam 
gugatan perkara perdata Nomor : 104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg sama 
dengan sengketa gugatan perkara perdata Nomor : 





Idem. Oleh karena perkara ini adalah Nebis In Idem, maka eksepsi para 
Penggugat sebagian dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak 
dapat diterima. 
Menurut pendapat ahli Sarwono S.H., M.Hum dalam bukunya Hukum 
Acara Perdata Teori dan Praktik. Beliau berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan 
untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, 
obyeknya, dan alasannya telah diputus di pengadilan yang sama. Dalam 
hal yang demikian apabia gugatan tersebut diajukan kembali untuk yang 
kedua kalinya, maka pengajuan gugatan tersebut akan dilihat oleh 
pengadilan karena dalam suatu perkara yang sama yang telah diputus oleh 
pengadilan tidak diperbolehkan diajukan gugatan lagi agar diperiksa dan 
diputus untuk kedua kalinya.
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Dengan adanya persamaan obyek sengketa dalam putusan Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg dengan putusan Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks yaitu sebidang tanah seluas 30.134 M2 persil 123 
D II kohir 996 C 1 terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan 
Tamalate, Kota Makassar. Apabila diteliti dengan cermat kedua sengketa 
tersebut merupakan perkara Nebis In Idem, mengingat kedua perkara itu 
pada hakikatya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli 
tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama. 
                                                             





Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Imam Supriyadi 
S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar menurut beliau, 
putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg tersebut ternyata memang sama dalam 
sengketa perdata yang diajukan dengan Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks 
tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan. 
 Dalam putusan Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks terkait dengan 
adanya persamaan obyek sengketa dengan putusan sebelumnya Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg yaitu sebidang tanah milik adat seluas 30.134 
M2 sesuai persil 123 D II kohir 996 C 1 maka beliau juga berpendapat 
bahwa putusan tersebut adalah Nebis In Idem meskipun di dalam putusan 
perkara Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks subyeknya di tambahkan 
menjadi III (tiga) Tergugat dari putusan sebelumnya, tetapi dalam obyek 




D. Analisis Penerapan Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara 
Perdata Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks 
Asas Nebis In idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah 
hukum. Bahwa di dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas 
Nebis In Idem telah dirumuskan di Pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu 
seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah 
mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
                                                             





Selain itu, dalam ranah hukum perdata Asas Nebis In Idem ini sesuai 
dengan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan 
pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian 
putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam 
putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan 
pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. 
Kemudian dapat ditemui dalam rumusan Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 
Tahun 2011 yaitu perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi tentang pengujian perundang-undangan, 
diterapkan pula Asas Nebis In Idem yaitu terhadap materi muatan ayat, 
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak 
dapat dimohonkan pengajuan kembali. 
Pelaksanaan Asas Nebis In Idem ini ditegaskan pula dalam surat 
Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan 
Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, yang dalam surat 
edaran tersebut ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, mengimbau 
para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Nebis In Idem 
dengan baik dan sangat berhati-hati demi kepastian bagi para pencari 
keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
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Jika melihat Pasal 1917 KUHPerdata, maka secara singkat yakni : 
a. Objek yang sama : pada pengajuan gugatan pertama pada putusan 
Nomor : 104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg dan pengajuan gugatan 
                                                             





selanjutnya pada perkara putusan Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks mempunyai objek yang sama yaitu 
mempersoalkan masalah sebidang tanah milik Alm. H. Andi 
Mappagiling Karaenta Karawisi yang terletak di kelurahan tanjung 
merdeka, kecamatan tamalate kota makassar. 
b. Subjek yang sama : dalam hal ini pada perkara pertama hanya 
terdapat I (satu) tergugat, dan pada perkara selanjutnya terdapat III 
(tiga) tergugat. Dimana tergugat I (satu) dalam pengajuan gugatan 
pertama dan kedua tetap sama, namun dalam pengajuan gugatan 
kedua terdapat penambahan beberapa tergugat. 
c. Gugatan yang sama : gugatan yang diajukan penggugat pertama 
kali dan gugatan yang diajukan penggugat kedua kalinya adalah 
sama. Dimana penggugat mendalilkan bahwa tanah objek 
sengketa tersebut adalah milik dari Alm. H. Andi Mappagiling 
karaenta karuwisi yang jatuh kepada penggugat karena warisan. 
d. Pengadilan yang sama : pada pengajuan gugatan pertama dan 
pengajuan gugatan kedua sama-sama mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri Makassar. 
Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai Nebis 









Mengacu pada peraturan undang-undang tentang penerapan Asas 
Nebis In Idem terhadap Perkara Perdata Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks, berdasarkan pemaparan pada bagian 
sebelumnya tentang pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka 
dapat diuraiakan bahwa penerapan Asas Nebis In Idem dalam perkara 
tersebut sudah diterapkan. Namun dalam perkara ini, ada hal yang 
menjadi poin penting dalam hal pengajuan tergugat, yang pada awalnya 
hanya terdapat 1 (satu) tergugat namun dalam pengajuan selanjutnya 
terdapat 3 (tiga) tergugat. 
Dalam putusan-putusan yang termasuk putusan Nebis In idem 
biasanya pada pengajuan gugatan pertama yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap terdapat I (satu) tergugat lalu pada pengajuan 
gugatan selanjutnya biasanya terdapat lebih dari satu penggugat. Hal 
seperti ini biasanya dilakukan pihak penggugat untuk mengelabui 
hakim pengadilan dalam memutus perkara seperti pada putusan perkara 
perdata Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks. 
Berbicara persoalan ketetapan hukum yang mengikat, dalam 
ketentuan hukum positif telah mengikat dalam kronologi sengketa tanah 
yang menjadi objek penelitian penulis yang terletak di wilayah 
kelurahan tanjung merdeka kecamatan tamalate kota makassar 
                                                             





menggambarkan kondisi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Dalam hal ini pada putusn sebelumnya penggugat telah kalah menerima 
putusan dari sengketa tanah di kelurahan tanjung merdeka kecamatan 
tamalate kota makassar. Kemudian pada putusan Nomor : 
245/Pdt.G/2012/PN.Mks penggugat mencoba untuk mengajukan 
gugatan kembali kepada pihak yang sama tetapi dalam penngajuan 
gugatan berikutnya menjadi III tergugat dengan objek yang sama dan 
pengadilan yang sama, sementara dalam pengertian asas Nebis In Idem 
menyatakan kondisi perkara tidak dapat digugat dua kali. Namun dalam 
pengajuan gugatan kedua kalinya hakim pengadilan negeri makassar 
memutuskan mengabulkan sebagian eksepsi para tergugat dan 
menyatakan gugatan ini Nebis In Idem dan prematur. Dalam analisa 
penerapannya hakim perlu menerapkan asas Nebis In Idemdikarenakan 
pada pihak penggugat mencoba untuk mengajukat gugatan kedua kali 
dengan objek sengketa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 
Pentingnya asas Nebis In Idem di terapkan ialah untuk memperoleh 
kepastian hukum dalam suatu perkara perdata yang tidak dapat lagi 
digugat untuk kedua kalinya. 
Selain itu, salah satu mengapa hakim perlu menerapkan Asas 
Nebis In Idem karena jangan sampai pemerintah berulang-ulang 
membicarakan tentang perkara yang sama, sehingga dalam suatu 
perkara ada beberapa putusan-putusan yang memungkinkan akan 





asas Nebis In Idem juga untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap diri tergugat agar tidak dapat di tuntut dan disidangkan 
kembali dalam perkara yang sama dan yang sebelumnya telah diputus 
oleh hakim pengadilan dan juga menghindari agar pemerintah tidak 
secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa 


























1. Penerapan Asas Nebis In Idem dalam penyelsaian perkara perdata 
pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks 
sudah diterapkan namun belum secara menyeluruh, karena ada 
perbedaan jumlah tergugat dalam pengajuan pertama dan pengajuan 
kedua. 
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus 
sengketa Perdata Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks, yaitu bahwa 
menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar sengketa Perdata 
tersebut adalah Nebis In Idem. Maka eksepsi para tergugat mengenai 
hal tersebut sebagian dikabulkan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Bapak Drs. H. Andi 
Mappaturung terdahulu dalam Sengketa Perdata Nomor : 
104/Pdt.G/2005/PN.Ujg.Pdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 
Nomor : 167/Pdt/2006 tanggal 8 agustus 2006 Jo Putusan Mahkamah 
Agung Nomor : 1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008 Jo Putusan 
PK Mahkamah Agung Nomor : 267 PK/Pdt/2009 tanggal 22 
Desember 2010 dan gugatan selanjutya dalam sengketa perdata 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks adalah sama, yaitu mempersoalkan 





Karawisi yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan 
Tamalate kota Makassar. 
 
B. Implikasi 
1.) Penerapan Asas Nebis In Idem dalam penyelsaian perkara perdata 
pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks 
hendaknya diterapkan dengan memperhatikan secara menyeluruh 
setiap unsur yang menjadi syarat dalam penetapan perkara Nebis In 
Idem. 
2.) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap sengketa 
Nomor : 245/Pdt.G/2012/PN.Mks hendaknya didasarkan atas hukum 
atau peraturan dalam beracara, melandasi berbagai pertimbangan dan 
putusan dengan keadilan, selain berdasarkan pada ketentuan 
hukumtersebut hakim harus mendasarkan pada ketentuan teori 
mengenai obyek sengketa khususnya, sehingga unsur-unsur subyek, 
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